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PEMANFAATAN DANA DESA BERBASIS PARTISIPASI DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM DI KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh
pemerintah desa dalam kesiapannya melaksanakan pembangunan melalui
penggunaan dana desa, yang merupakan program pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan secara nasional. Dana desa harus menjadi motor
penggerak bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan tidak hanya
untuk sebagian kecil orang. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu
bagian dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui
dana desa.Pemerintahan desa sebagai objek sekaligus subjek memiliki peranan
penting dalam pemanfaatannya. Dengan demikian dana desa diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat pedesaan dalam mengembangkan perdesaan
guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek melalui
pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
analisis deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Pemerintah
Desa Kabupaten Lampung Timur dan masyarakat. Metode pengumpulan data
menggunakan wawancara, Observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan penelitian. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa yang dilakukan di Kabupaten
Lampung Timur dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu, 1) perencanaan, 2)
pelaksanaan, dan 3) evaluasi kegiatan. Sedangkan program pemberdayaan
masyarakat dilaksanakan dalam beberapa aspek seperti pemberdayaan masyarakat
dalam penguatan kelembagaan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat di
bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembaruan teknologi.
Kesadaran masyarakat melalui partisipasi pembangunan merupakan modal utama
bagi keberhasilan program pembangunan. Sehingga perlu adanya optimalisasi
peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dana desa melalui kegiatan
pemberdayaan agar dapat terlaksana dengan baik.

Kata kunci: Dana Desa, Partisipasi, Pemberdayaan Masyarakat



THE UTILIZATION OF VILLAGE-BASED VILLAGE PARTICIPATION IN
COMMUNITY EMPOWERMENT IN EAST LAMPUNG DISTRICT.

Abstract

This research departs from the many problems faced by the village
government in its readiness to carry out development through the use of village
funds, which is a government program in implementing national development.
Village funds must be a driving force for the welfare of the community as a whole
and not just for a small number of people. Community empowerment is one part
of the development program implemented by the government through village
funds. Village government as an object as well as a subject has an important role
in its utilization. Thus, village funds are expected to increase the awareness of
rural communities in developing rural areas in order to realize community
welfare from various aspects through community empowerment. This research
was conducted using a qualitative descriptive analysis method. Sources of data in
this study are the Village Government of East Lampung Regency and the
community. Data collection methods using interviews, observation and
documentation. Data analysis with data reduction, data presentation and
research conclusion drawing. The results showed that the utilization of village
funds in East Lampung Regency was carried out in several stages, namely, 1)
planning, 2) implementation, and 3) evaluation of activities. Meanwhile, the
community empowerment program is carried out in several aspects such as
community empowerment in strengthening village government institutions,
community empowerment in the economic, social, education, health, and
technological renewal fields. Public awareness through development
participation is the main asset for the success of development programs. So it is
necessary to optimize community participation in the utilization of village funds
through empowerment activities so that they can be carried out properly.

Keywords: Village Fund, Participation, Community Empowerment
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Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul:Pemanfaatan
Dana Desa Berbasis Partisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di
Kabupaten Lampung Timuradalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang
disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya

sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.
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A. Transliterasi Arab — Latin

PEDOMAN TRANSLITERASI

No | Nama Huruf Keterangan Huruf Arab
Latin
1 \ Alif Tidak TidakDilambangkan
Dilambangkan
2 < Ba B be
3 < Ta’ T Te
4 < sa’ S Es (dengantitik di atas)
5 z Jim J je
6 z ha’ h Ha (dengantitik di bawah)
7 z Kha Kh Kadan Ha
8 3 Dal D de
9 3 Zal Z Zet (dengantitikdiatas)
10 B ra’ R er
11 ) Zai Z zet
12 o Sin S es
13 U Syin Sy esdan ye
14 U Shad S Es (dengantitikdibawah)
15 U= Dhad d De (dengantitikdibawah)
16 L ta’ t Te (dengantitikdibawah)
17 L za’ z Zet (dengantitik di bawah)
18 g ‘ain ‘ Koma di atas
19 ¢ Gayn G Ge
20 - fa’ F Ef
21 A3 Qaf Q qi
22 <l Kaf K ka
23 J Lam L el
24 2 Mim M em
25 o Nun N en
26 E) w W we
27 A h h ha
28 s ‘ Apostrof Apostrof
29 ¢ y y ye




B. Maddah

Maddah atau volal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliternya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harokat dan Huruf Huruf dan Tanda
sl a
S 7
5 0

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan,
Pedoman Transliterasi Arab — Latin, Proyek Pengkajian dan Pengembangan

Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan

Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2003.
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“Barang siapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh
bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk,
niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) darinya. Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.” (QS.An-Nisa: 85)
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semangat pembangunan sejak disahkanya undang — undang No. 22/1999
mengenai Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan signifikan terhadap mulainya
perubahan pemerintahan daerah pada sistem dan mekanisme pengelolaan dan
berlakunya otonomi daerah, yang berdampak pada perubahan sistem
pembangunannya yaitu pembangunan terpusat (sentralisasi) dirubah menjadi
pembangunan daerah (desentralisasi). Perubahan pembangunan yang berawal dari
pusat pemerintahan diturunkan kepada daerah provinsi masing — masing.

Regional autonomy provided provincial and district governments the
freedom to implement new legislation concerning local governance ccording to
their own style and culture.! Perubahan ini memberi dampak yang luas terhadap
mulainya kemajuan dan pembangunan di daerah masing-masing, yang tidak hanya
terpusat dalam satu kota atau yang menjadi tujuan pokok dalam suatu negara,
melainkan dapat berkembang melalui daerah masing — masing yang sesuai dengan
kebutuhan daerah kabupaten/ propinsi masing masing.

Hal ini yang menjadi pemikiran baru bahwa pemerintahan yang sekarang
ini, yang pembangunannya sesuai dengan kebutuhan tiap daerah masing- masing
dan sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan pusat, hal tersebut menjadikan

arah perubahan baru dalam pembangunan yang ada di indonesia.

1J.a. C. Vel dan a. W. Bedner, “Decentralisation and village governance in Indonesia:
the return to the nagari and the 2014 Village Law,” The Journal of Legal Pluralism and Unofficial
Law 47, no. 3 (2 September 2015): 493-507, https://doi.org/10.1080/07329113.2015.1109379.
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Perubahan yang paling mendasar yaitu berlakunya UU No. 32 Tahun
2004 sebagaimana dikembalikannya status desa yang dikembalikan kepada
masyarakat adat , yang tidak lagi diatur dalam kesamaan atau keseragaman
dalam pemerintahan (uniformization), hingga masyarakat desa selaku
masyarakat adat memiliki hak untuk membangun dirinya  sendiri,
menyelesaikan persoalan mereka sendiri bukan hal yang mustahil akan berbeda
antara satu desa dengan desa lain, antara wilayah yang satu dengan wilayah yang
lain, maka lahirlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai
salah satu wujud perhatian pemerintah.

Undang- undang ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi
kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah yang meliputi aspek
kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Melalui
UU ini, kedudukan desa menjadi lebih kuat. UU ini dengan jelas menyatakan
bahwa desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan
pemerintah daerah. Pembangunan yang berasal dari sistem perintahan desa yang
tersebar di seluruh wilayah menjadikan pemerataan bagi pembangunan di
Indonesia.

Pemerintahan ini membawa dampak bagi masyarakat untuk ikut serta dan
berperan aktif dalam pembangunan. Terutama yang ada dalam kelompok
masyarakat kecil yaitu suatu desa atau kampong. Dengan adanya dana APBN
yang dikeluarkan pemerintahan pusat ke desa melalui pemerintahan daerah,

memberikan kepercayaan penuh kepada desa untuk melaksanakan pembangunan

2 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang Mengatur Otonomi Desa
melalui Pemerintahan Kabupaten dalam Melaksanakan Pembangunan Masyarakat.



sendiri. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dalam
pembangunan yang dimulai sejak tahun 2014 sampai sekarang memberikan
dampak yang positif bagi pembangunan yang ada di daerah masing — masing.

The Indonesian government for the 2014-2019 period conducted a
program called Nawacita. The third point in Nawacita provides an understanding
that the focus of development is spread even by strengthening rural and urban
areas.’

Program Nawacita yang dijalankan pemerintah sejak tahun 2014 sampai
sekarang memberikan dampak yang sangat luas bagi pembangunan yang ada di
seluruh Indonesia, membangun dari pemerintahan yang paling bawah dengan
mengedepankan pembangunan dari masyarakat, dengan demikian desa akan
menjadi objek pembangunan yang berdasar pada masalah desa masing-masing
yang akan merubah citra desa menjadi desa yang mandiri dan mampu untuk
mengembangkan diri melalui pendanaan dari pemerintahan pusat/APBD melalui
pendapatan desa.

The presence of village funds that sourced from revenues and
expenditures budget earmarked for villages to fund government activities,

implementation of development, social fostering, and community development.’

% Fahmi asharri dan Retno Sunu astuti, “The Effectiveness Of Village Governance In The
Implementation Of Village Funds In Wringinjajar Village,” Journal of Public Policy and
Management Review 8, no. 3 (2 Juli 2019): 294-311-311,
https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i3.24124.

* Muhammad Guntur dan Muhammad Nur Yamin, “Determinant Factors of Village Fund
Policy Implementation in Selayar, South Sulawesi Province” (2nd International Conference on
Education, Science, and Technology (ICEST 2017), atlantis Press, 2017),
https://doi.org/10.2991/icest-17.2017.29.



Dana desa yang diperuntukan untuk pembangunan dibagi menjadi bagian
pembangunan diantaranya masalah pembangunan desa, pemberdayaan
masyarakat, kegiatan pembimbinaan masyarakat serta kegiatan pemerintahan.
Dana desa memberikan dampak yang signifikan bagi pendapatan desa yang
memberikan rangsangan bagi desa untuk melaksanakan proses pembangunan baik
dalam hal peningkatan pemerintahan dan lembaga desa melalui pelayanan
masyarakat, pembangunan desa secara fisik maupun non fisik, bidang
pemberdayaan masyarakat serta pembinaan masyarakat desa .

Dalam hal ini, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial
budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
adapun untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah desa perlu mendapatkan
dukungan dana.

Dana tersebut diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa meliputi
PADesa (Pendapatan asli Desa), alokasi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja
Negara), bagian dari DPRD kabupaten/kota, ADD (Alokasi Dana Desa), bantuan
keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak
ketiga, dan pendapatan lain yang sah. Hal Ini bertujuan agar pemerintah desa
dapat memberikan pelayanan prima dengan memberdayakan masyarakat untuk
berpartisipasi aktif dalam program kegiatan pembangunan baik fisik maupun non
fisik sehingga tercapai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

desa.



Prinsip dasar dalam proses pembangunan adalah penekanan pada
pertumbuhan ekonomi dengan hasil pembangunan yang tidak semata-mata
bersifat  kuantitatif tetapi juga bersifat  kualitatif.” artinya pembangunan
yang ideal adalah pembangunan yang menyeimbangkan antara kuantitas
pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan mental pembangunan manusia itu
sendiri. Inilah yang menjadi program pemerintah dalam konteks pembangunan
melalui otonomi daerah dengan memberikan hak yang besar untuk mengatur
daerahnya sendiri.

Hal demikian memberikan dampak positif bagi pembangunan di desa,
melalui pemerintahan desa dan masyarakat, dengan adanya dana dari pemerintah
untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa, desa berkewajiban untuk
membangun desanya supaya menjadi lebih maju dan makmur, maka pemerintah
desa melalui dana desa akan berusaha untuk membangun desanya dengan
semaksimal mungkin sehingga dapat mencapai pembangunan desa serta
kesejahteraan rakyat seperti yang telah diprogramkan oleh pemerintah.

Konsep pembangunan yang bersasal dari bawah bottom up planing yang
telah diterapkan dalam kegiatan Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa),
Rapat UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan) tingkat kecamatan, Rakorbang
(Rapat Koordinasi Pembangunan) tingkat kabupaten dan propinsi serta Rakornas

(Rapat Koordinasi Nasional) tingkat pusat.® Hal tersebut menunjukan adanya

> Muhammad Hasan dan Muhammad azis, Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan
Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal, ed. oleh
Muhammad Hasan (Makassar: CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Iimu, 2018),
http://eprints.unm.ac.id/10706/., h. 16

® Raharjo adisasmita, Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi,
Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan, (Jogjakarta: Graha llmu, 2013), h. 3



usaha dilakukan pemerintah untuk merubah tatanan yang awalnya pembangunan
dari atas (top down) menjadi (bottom up), hal ini berarti masyarakat desa berhak
untuk mengembangkan potensi desa yang dimiliki melalui pendanaan pemerintah,
sehingga alokasi dana desa yang diberikan untuk seluruh desa menjadi tepat
sasaran. Menguatnya isu demokratisasi dan semangat civil society’ menyebabkan
masyarakat semakin mendapatkan tempat yang lebih luas, setidaknya dalam
mengemukakan aspirasi dan kebutuhannya yang merupakan fondasi bagi
kebijakan pembangunan nasional.®

Pembangunan pedesaan adalah subjek pembangunan, sebagaimana
pergerakan orang dalam menjalankannya pembangunan berdasarkan kesadaran
untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik, mengingat lebih dari 60%
populasi Indonesia tinggal di desa.

In rural development, the village government serves as a subsystem
of the system of government administration in Indonesia, so the village has
the authority, duties and obligations to regulate and manage the interests of
their own community. In organizes the authority, duties and obligations of
the village in governance and development needed source of revenue village.
If more thoroughly understood, the village is a meeting place of the current
government policies and aspirations of the people. In other words, the village is a
place of realization of cooperation between the Government and the
community in implementing.’

Pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang terdiri

atas kepala desa dan perangkat desa. Dalam menjalankan tugas-tugasnya,

" Civil Society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun,
menjalani, dan memaknai kehidupannya dalam kata lain yaitu Masyarakat Madani, Dawam
Rahardjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu
kepada nilai-nilai kebijakan bersama

8 Aris Munandar, “Peran Negara Dalam Penguatan Program Pemberdayaan
Masyarakat,” t.t., 12.

% Hayati Hehamahua, “Impact analysis of the Village Fund allocation (ADD) Toward
Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency,”
Journal of Social and Development Sciences 6, no. 3 (30 September 2015): 15-23,
https://doi.org/10.22610/jsds.v6i3.847.



pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan
perangkat desa yang terdiri atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan
kepala dusun. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, pemerintah desa
membuat peraturan desa yang disusun oleh kepala desa bersama dengan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).

Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama
antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjadi sasaran
sekaligus pelaku pembangunan. Keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan
pembangunan di desa, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan.
Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah
disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-
program pembangunan tidak melibatkan masyarakat.*

Masyarakat merupakan unsur terpenting dalam proses pembangunan.
Maka hubungan timbal - balik antara pemerintah dan masyarakat sangat
diperlukan dalam proses pembangunan. Dalam Islam sendiri telah di ajarkan

bagaimana manusia harus saling tolong menolong dalam perbuatan kebajikan dan

tagwa, sebagaimana firman Allah SWT.
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Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah , Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS.

Al - Maidah : 5)"

19 Agus Purbathin Hadi, Op.Cit., 14.
11 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya , (Bandung: CV Penerbit J-ART,
2005), h. 210



Dengan demikian ayat tersebut memerintahkan untuk melakukan
hubungan timbal balik (saling) membantu dalam kebaikan dan taqwa. Dalam
konteks pemerintahan desa, agar saling membantu dan mengimplementasikan
dalam hal kerjasama untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan masyarakat
menjadi desa yang lebih maju dan beradab. Hubungan tersebut merupakan
hubungan yang positif antara pemerintahan desa dengan masyarakat karena pada
esensinya tujuanya adalah menuju ketaqwaan yang sesuai dengan ajaran Islam itu
sendiri. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan haruslah melibatkan
masyarakat dalam hal pembentukan program pelaksanaan pembangunan yang ada.

Program pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk kesejahteraan
masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud bukan hanya dalam hal pengentasan
kemiskinan saja melainkan secara kompleks yang terjadi di masyarakat, baik
secara materiil maupun non materiil.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam
pembangunan. Negara yang dalam hal ini adalah pemerintahan didalam setiap
implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang
hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan yaitu dapat
memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah untuk dapat mencapai
kesejahteraan bersama yaitu dengan adanyan otonomi daerah. Melalui
desentralisasi, daerah diberikan kebebasan untuk membangun dan memprakarsai
pembangunan daerahnya sendiri, yang bisa lebih memicu pencapaian

kesejahteraan masyarakat.



Sebagaimana konsep Islam dalam membangun sebuah negara yang
sejahtera dalam sega aspek. Baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur adalah
sebagai sebagai tujuan akhir, lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan
kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual

ataupun material. Firman Allah SWT dalam surar Saba’ Ayat 15 ;

P
pgbd))u-‘ 1 J‘-wjuﬁﬁu& Ol o (..@,K.Nd}mldg_u_l
)).é_ég)J)wJ;:\.Lﬁ :A.I ‘jﬁw‘j

Artinya: “Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di
tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di
sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang
(dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu)
adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”.
(QS. As-Saba’ :15)*?

Imam Nawawi al-Bantani dalam tafsirnya al-Tafsir al-Munir li Ma’alim ala
Tanzil juz 2 menafsirkan konsep negara yang ideal menurut surat Saba’ ayat
15 menuturkan bahwa negara yang ideal adalah negeri yang bersih dari segala
aspek yang membahayakan, seperti binatang buas maupun penyakit. Selain itu juga
masih dilengkapi dengan sifat pengampunan dari Tuhan yang mudah memberi
ampunan atas kesalahan-kesalahan hamba-Nya yang bersyukur.

Berikut kutipan langsung penafsiran dari Imam Nawawi al-Bantani:
Ly gl o8 8a b Bl oSO Wl 8! (s g Ak By
oSor by b @S35y et o Sys 039 Vg sl Vg e Yy g

oSy o Db ) s oy SN

Masih menurut Nawawi al-Bantani, kabilah Saba’ terdiri dari 13 desa dan

Allah SWT telah mengutus kepada mereka 13 Nabi untuk mengajak bersyukur atas

ni’mat yang diterimanya dengan cara bertauhid. Namun mereka enggan dan

2 1bid, h. 423
¥ Muhammad Nawawi al-Bnatani, at-Tafsir al-Munir li Ma’alim at-Tanzil, vol. 2,
cet. ke- 1(Al-‘Utsmaniyyah, 1305), h. 194
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berpaling, sehingga kehidupan penuh kemakmuran yang sebelumnya mereka
nikmati, dimusnahkan oleh Allah SWT dengan hancurnya bendungan Ma’rib
yang diawali dari serangan tikus. Hancurnya bendungan selanjutnya berdampak
tidak hanya pada rusaknya kebun yang mereka banggakan, tetapi juga pada
bangunan rumah dan sebagainya. Dua kebun yang menghasilkan aneka buah dan
hasil bumi berlimpah pun kemudian diganti dengan dua kebun yang hanya
menghasilkan tanaman yang tidak mereka perlukan.*

Menurut Tafsir Departemen Agama RI, corak negara ideal sebagaimana
digambarkan dalam surat Saba’ ayat ayat 15, merupakan indikasi bahwa
negeri kaum Saba’: “berkat karunia Allah menjadi subur dan makmur sedang
Dia Maha Pengampun melindungi mereka dari segala macam bahaya dan

15

malapetaka. Sementara itu Hamka dalam tafsir al-Azhar menggabungkan

pembahasan terkait tafsir surat Saba’ ayat 15-21 dalam satu bagian. Hamka
menggambarkan corak negara ideal menurut surat Saba’ ayat 15 yaitu sebagai
berikut:

Hidup senang, tanah subur, buah-buahan lebat, negeri sentosa,
perjalanan aman, tempat-tempat terpelihara, negeri-negeri putus berulas, tali
bertali, jalan-jalan terlindung oleh pohon-pohon, bumi hijau oleh rumputnya,
buah-buahan tidak putus berganti musim, musafir tidak usah khawatir berjalan
jauh, tidak usah membawa perbekalan banyak-banyak karena air mengalir
dengan cukup disertai makanan yang mengenyangkan. Bilamana mereka

berjalan bermalam-malam, pada siangnya mereka tidur nyenyak berlepas
lelah.*®

Cita-cita terwujudnya negara adil, sejahtera, dan sentosa merupakan citae
cita dari agama sekaligus. Cita-cita ini tertuang secara langsung dalam Al-Qur’an,

yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafiir (Saba’ : 15). Konsep ini

" Ibid, h. 194

> Bustami A Gani, Al-Qur'an dan Tafsirnya, vol. 8 (PT. Dhana Bakti Wakaf
Yogyakarta, 1991),h. 77

® Hamka, Tafsir al-Azhar, (Surabaya: Yayasan Lamitojong, 1980), h. 197
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merupakan konsep suatu negara yang diceritakan dalam Al-Qur’an. Negara
yang sentosa adalah negara mempunyai sistem irigasi yang baik, sistem
pemerintahan yang adil dan didukung oleh rakyat. Konsep ini adalah konsep
ideal yang digambarkan Al-Qur’an yang dapat dipakai sebagai bahan
pertimbangan bagi kaum muslimin.

Selain itu dalam Al-Qur’an konsep keadilan merupakan sesuatu yang
menjadi kepastian dan keharusan. Allah SWT menyatakan bahwa setiap orang

yang beriman wajib untuk menegakkan keadilan. Allah SWT berfirman:

.
28

.ujjtﬂM\&,ijt%muwﬁ\yﬁ;;\wmLr
150 of E3dT 1,5 wwjfu a3 G - K o) oV

Z 3 __- . g~g 7o 4 L E._ - _
%}QMLA?QKM|Q}3 |30 25 91 1535 05
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar - benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap
dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin,
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan
(katam kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah
Maha Mengetahui segala apayang kamu kerjakan.'’
Indikator negara ideal sebagaimana termaktub dalam surat Saba’ di atas
di antaranya dapat diidentifikasi pembangunan jalan dan transportasi, penciptaan
rasa aman, dan terpeliharanya hasil pembangunan. Masyarakat yang
gagal melaksanakan dan menjaga pembangunan beserta hasilnya akan

runtuh dan memaksa penduduknya mencari tempat lain untuk melanjutkan

kehidupan.®®

Y Departemen Agama RI, Op. Cit
8 M. Quraisy Syihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an ,
cet. ke-1, vol. 10, (Ciputat: Lentera Hati, 2009), h. 595
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Dalam kerangka implementasi undang-undang desa, pemberdayaan
merupakan sebuah konsep pembangunan yang menjujung tinggi nilai kedaulatan
masyarakat desa sebagai subyek kesatuan masyarkat hukum yang memiliki hak
dan kewenangan. Oleh Karena itu keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa
tidak hanya diukur secara materialistik, terpenuhinya sarana dan prasarana fisik,
tetapi juga diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan, ukuran yang terpenting
adalah perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Pemberdayaan merupakan
wujud lain dari pendidikan karakter yang mendorong masyarakat tidak hanya
semakin mampu atau terampil, tetapi berkembang menjadi masyarakat yang
memiliki integritas sosial.

Community empowerment is one of the main purpose of development in
developing countries.'® Others relate empowerment with participatory processes
that foster enhanced individual and community engagement that transforms and
improves the socioeconomic and political lives of community members.?

Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha
untuk memperkuat apa yang lazim disebut dengan community self-reliance atau
kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis
masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif masalah tersebut,
serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai resources yang dimiliki dan

dikuasai. Dalam proses itu masyarakat dibantu cara bagaimana merancang sebuah

9 Corinthias Pamatang Morgana Sianipar dan Kitri Widaretna, “NGO as Triple-Helix
axis: Some Lessons from Nias Community Empowerment on Cocoa Production,” Procedia -
Social and Behavioral Sciences, 10th Triple Helix Conference 2012, 52 (1 Januari 2012): 197—
2086, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.456.

%0 Esayas Bekele Geleta dkk., “The Challenges of Empowering Women: The Experience
of Pulse Innovation Project in Southern Ethiopia,” SAGE Open 7, no. 4 (1 Oktober 2017):
2158244017736802, https://doi.org/10.1177/2158244017736802.
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kegiatan  sesuai  dengan  kemampuan  yang dimiliki,  bagaimana
mengimplementasikan rancangan tersebut, serta bagaimana membangun strategi
memperoleh sumber-sumber eksternal yang dibutuhkan sehingga memperoleh
hasil yang optimal.*

Empowerment is about initiating activities and processes that can
facilitate people's’ self control, strengthen their self-esteem and self-image, and
improve their knowledge and skills.?

Menurut  Adisasmita pemberdayaan  masyarakat adalah  upaya
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat perdesaan secara lebih
efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (sumberdaya
manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi; (b) dari aspek
proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau
output (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi).®

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk
dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih
berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi
sektoral yakni dalam seluruh aspek/sektor-sektor kehidupan manusia, dimensi
kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non

materiil, dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang

dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi

2L Abu Huraerah, Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat, (Bandung :
Humaniora , 2008) , h.87

22 Kristine Crondahl dan Leena Eklund Karlsson, “Roma Empowerment and Social
Inclusion Through Work-Integrated Learning,” SAGE Open 5, no. 1 (1 Maret 2015):
2158244015572275, https://doi.org/10.1177/2158244015572275.

2 Faizatul Karimah, “Pengelolaan alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat
(Studi pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan),” Jurnal administrasi
Publik 2, no. 4 (20 april 2014): 597-602-602.
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sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat.?* Berkaitan
dengan hal ini, Sumodiningrat menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat yang
ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan
masyarakat.”

Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat
seperti yang di harapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan
mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab. Sebagaimana

hadis Rasulullah SAW:

o gl 5 ade QI o B Jguy JB B aie ) o) wse 0l oo
ade e, anlol oy clasiy (Lan adam Jiy OIS pasall asll)
Dari abu Musa RA, Rasulullah SAW bersabda “Seorang mukmin dengan
mukmin lainnya seperti satu bangunan yang satu sama lain saling
menguatkan” kemudian beliau menggeggamkan jari-jarinya (Muttafaqun alaih).
Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa setiap mukmin dengan
mukmin yang lain adaah menguatkan satu sama lain, yang pada dasarnya
memberikan kontribusi terhadap yang lain sehingga akan menguatkan dalam
kelompok atau masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat yang merupakan
hubungan timbal balik tersebut akan menjadi unsur yang sangat penting dalam

proses pembangunan.

2 Ravik Karsidi, “Pemberdayaan Masyarakat Petani dan Nelayan Kecil,” t.t., 11.
®Kesi  Widjajanti,  “Model  Pemberdayaan = Masyarakat,”  Juli 2011,
http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/1306.
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Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan gerakan pembangunan
tersebut harus selalu ditumbuhkan, didorong dan dikembangkan secara bertahap,
ajeg dan berkelanjutan.®® Oleh sebab itu partisipasi tersebut adalah semngat
bersama sebagai semangat solidaritas dalam pembangunan yang merupakan cita-
cita bersama. Maka pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya mendayakan
potensi masyarakat. Cara menggali dan mendayagunakan sumber-sumber daya
yang ada pada masyarakat inilah yang menjadi inti pemberdayaan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan di kabupaten
Lampung Timur melalui dana desa sejak tahun 2013 dan menjadi salah satu sub
bidang pembangunan masyarakat melalui desa. Program pemberdayaan yang
dilakukan menyangkut berbagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat
baik materiil maupun spiritual, sehingga masyarakat akan terpenuhi dalam
kebutuhannya. Kabupaten Lampung Timur dalam beberapa tahun terakhir
mengalami  peningkatan dalam hal pembangunan manusia, hal tersebut
menunjukan bahwa semakin meningkatnya pemahaman masyarakat serta tingkat

kesejahteraan yang dapat dilihat dari IPM di kabupaten Lampung Timur.

% yulizar D. Sanrego — Moch Taufik, Figh Tamkin Figh Pemberdayaan (Membangun
Modal Sosial dalam Mewujudkan Khairu Ummabh), (Bandung: Qisthi Press, 2016) h. 72
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Tabel 1.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Timur 2010-
2018 yang di Ambil dari BPS Kabupaten Lampung Timur

63,23 68,78 10,95 6,76
64,10 68,86 11,30 6,87
65,10 68,94 11,78 7,01
66,07 69,01 12,26 7,15
66,42 69,33 12,38 7,16
67,10 69,73 12,40 7,20
67,88 69,92 12,41 7,55
68,05 70,11 12,44 7,56
69,04 70,31 12,83 7,57

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

AHH : Angka Harapan Hidup

EYS : Harapan Lama Sekolah

MYS : Rata-rata Lama Sekolah

Berdasarkann tabel di tersebut, dapat dipahami bahwa adanya peningkatan
yang terjadi dalam indeks pembangunan manusia dari tiap tahun mulai dari tahun
2010 sampai tahun 2018 dengan peningkatan yang signifikan. Hal tersebut
menunjukan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di kabupaten Lampung
Timur dari tahun ketahun mengalami peningkatan. IPM menjelaskan bagaimana
penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations
Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara
berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR), IPM dibentuk
oleh 3 (tiga) dimensi dasar:1) Umur panjang dan hidup sehat, 2) Pengetahuan, dan
3) Standar hidup layak. artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang
baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama

pentingnya.
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Pemerintah telah memberikan perhatian tentang potensi yang dimiliki oleh
desa. Yaitu dengan memberikan wewenang desa dalam pembangunan yang
dilaksanakan secara partisipatif melalui program program desa mulai dari
pembangunan fisik maupun pembangunan secara non fisik. Dengan adanya dana
desa dan pemanfaatan yang optimal yang dilakukan pemerintah melalui transver
pendapatan desa, pemerintah berharap pembangunan akan terwujud baik secara
fisik maupun sumber daya manusia itu sendiri. Undang undang desa telah
menerbitkan peraturan tentang pembangunan yang berasal dari bawah dengan
mengelontorkan dana APBN langsung ke desa melalui pemerintah daerah,
jumlahnya pun tidak tanggung- tanggung sekotan 1 milyar perdesa, pendapatan
desa melalui APBN tidak sama melainkan berdasar rasio jumlah penduduk dan
luas wilayah, sehingga kabupaten Lampung Timur akan seluruhnya menerima
pendapatan APBN dalam pembangunan di tiap desa dengan jumlah anggaran
yang disesuaikan. Berikut adalah hasil dokumentasi tentang pagu indikatif yang
diperoleh kabupaten Lampung Timur dalam pengelolaan pembangunan desa:

Gambar 1.1. Pendapatan Kabupaten Lampung Timur Timur Tahun 2018

324.886.547.190 322.653.733.778

2.232.813.412

Pendapatan Belanja Desa Pembiayaan
Netto (Rp)

Sumber: Forum Grup Whatsapp Kabupaten Lampung Timur Operator Kabupaten Lampung
Timur tentang anggaran Pagu Dana Desa Tahun 2018%

%" Dokumentasi Operator Siskudes Kabupaten Lampung Timur tentang Pagu Indikatif
Dana Desa Tahun 2018
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Berdasarakan grafik di atas, pendapatan yang didapat dari APBN dengan
total alokasi seluruh desa di masing masing kecamatan seluruhnya mencapai Rp.
342.886.547.190, dengan realisasi belanja desa Rp. 322. 653.733.778, dan alokasi
pembiayaan sebesar Rp. 2.232.813.421. Hal tersebut menunjukan bahwa
penyerapan dana desa dalam pemanfaatannya hampir 100 % dengan realisasinya,
sehingga pembangunan diharapkan meningkat dari tiap tahunnya. alokasi dana
desa yang telah disiapkan pemerintah, khususnya kabupaten Lampung Timur
untuk pembangunan desa sangatlah besar. Pembangunan yang di jalankan
melaluli pembangunan secara fisik maupun mental masyarakat desa  menjadi
tujuan yang mendasar bagi pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil
dan bijaksana dalam masyarakat. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa
sesuai pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (> 70%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan
untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa .

2. Paling banyak 30% (< 30%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan
untuk: - Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;

a. Operasional pemerintah desa;
b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;

c. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan
yang digunakan untuk operasional RT dan RW.%

Berdasarkan persentase dalam pengalokasian dana desa yang dilakukan,
porsi dalam kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik sangat proposional
untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. hal tersebut membuktikan bahwa

pemerintahan desa sebagai subjek dalam pembangunan bersama rakyat dan

%8 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
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pemerintahan desa melalui dana desa. Sangat dimungkinkan pembangunan yang

sukses akan terjadi di setiap desa di kabupaten lampung timur jikan

mempertimbangkan hal tersebut sebagai objek pembangunan selanjutnya.

Tabel 1.2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur

Kode Bidang Nama Bidang
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
04.01. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
04.02. Pelatihan Kader Pemberdayaan Sosial
04.03. Pelatihan Kader Teknik
04.04. Pelatihan Kader Hukum
04.05. Pelatihan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
04.06. Pelatihan aplikasi Siskeudes
04.07. Pengelolaan Penyediaan air Bersih
04.08. M akanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Ibu Hamil, Balita dan anak Sekolah
04.09. Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
04.10. Bantuan Operasional guru Taman Belajar Keagamaan
04.11. Bantuan Operasional Guru PAUD
04.12. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu/Poskesdes
04.13. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa
04.14. Pengelolaan Koran Desa
04.16. Pendirian BUM Des dan atau BUM Des Bersama
04.18. Pelatihan Teknis Pengelolaan untuk Pengurus BUM Des
04.19. Pelatihan M asyarakat untuk Pembentukan dan Pengembangan Ekonomi M asy arakat
04.20. Pemetaan Potensi dan Study Kelayakan Usaha untuk Pengembangan Ekonomi Desa
04.21. Pengadaan dan Penyewaan Peralatan Pesta
04.22. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
04.23. Pelatihan Berbasis Teknologi Tepat Guna
04.24. Pengolahan Limbah Peternakan untuk Energi Biogas
04.25. Pengembangan dan Pemanfaatan Posyentekdes atau antar Desa
04.26. Percontohan TTG untuk Produksi Pertanian
04.27. Pengembangan Bantuan Hukum dan Pralegal Desa
04.28. Penyelenggaraan M usyawarah Perencanaan, Pertanggungjawaban dan Serah Terima Desa
04.29. Sosialisasi Dana Desa
04.30. Workshop Kewirausahaan
04.31. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
04.32. Edukasi dan Penunjang Kegiatan Ibu Hamil dan Lansia
04.33. Pemberdayaan PKK Dusun dan PKK RT
04.34. Pemberdayaan Kader Dasa Wisma
04.35. Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga
04.36. Pelatihan Kemampuan M engajar PAUD
04.38. Pelatihan Journalis Desa
04.39. Pelatihan Hak anak, Keterampilan Pengasuh anak dan Perlindungan anak
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Berdasarkan tabel tersebut bahwasannya pemerintah Kabupaten Lampung
Timur telah memberikan pagu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan
dilaksanakan pada tahun berjalan. Pemerintah desa berhak dan berkewajiban
untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa
sesuai persentase dari dana transfer dari pemerintah. Tujuan pemberdayaan
masyarakat pada dasarnya yaitu untuk membantu pengmbangan manusiawi
yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan
kaum kecil serta untuk memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara
sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup mereka namun sanggup berperan serta dalam
pengembangan masyarakat.?

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
untuk masyarakat desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa  yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan,
serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian
besar masyarakat desa . Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan
kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa bermanfaat bagi
masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan
dan/atau pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman
pencapaian tujuan pembangunan Desa.

Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan

kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat desa,

2 Asri Lubis, “Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan,”
Jurnal Tabularasa 6 (Desember 2009): 181-90.
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peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.
Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya
penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau
pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar
kemanfaatannya untuk masyarakat desa . Penggunaan Dana Desa difokuskan dan
tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan
kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang
berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

a. kegiatan yang mempermudah masyarakat desa memperoleh pelayanan
kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting) dan
pelayanan gizi anak-anak;

b. kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa
masyarakat desa mulai dari anak- anak, remaja, pemuda dan orang dewasa
antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan
ekonomi produktif;

c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk
meningkatan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa
dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat desa  utamanya
keluarga-keluarga miskin;

d. kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar
berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di

Desa; dan
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e. kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang
berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat desa , seperti: ancaman
perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

Pemberdayaan dana desa yang terdapat dalam pagu kegiatan sangatlah
kompleks dan berdampak secara menyeluruh bagi masyarakat mulai dari
pemberdayaan yang dilakukan di bidang pemerintahan itu sendiri, bidang
pendidikan, bidang kesehatan, bidang hukum, bidang lingkungan, keagamaan dan
sebagainya. Inilah yang menjadi dasar pemberdayaan masyarakat sangat positif
terhadap pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

Dana desa bersumber dari APBN yang ada ditujukan untuk desa, yang
ditransfer melalui anggaran Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai
organisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 poin 8 dari Peraturan
Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa). Masih banyak masalah dalam pemanfaatan dana desa
sebagaimana belum mampunya desa dalam memperioritaskan dalam
pembangunan di desanya dengan meneliti dampak masalah yang dihadapi.

There are still many villages that have not been able to prepare for the
management of the village fund allocation both in terms of its annual plan
products, utilization and accountability, Direct assistance Village allocation Fund
is more focused on physical development. So it will not be able to change the
economic face of the existing rural communities.*

Hal tersebut yang mengakibatkan belum maksimalnya desa dalam

mengelola dan memberdayaakan masyarakat dalam mengelola dana desanya

melalui pemerintahan desa yang saling melengkapi untuk membuat program

%0 Hehamahua, Op.Cit.”
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unggulan sebagai peningkatan dalam berbagai aspek pembangunan. Terlihat di
kabupaten Lampung Timur masih banyak yang masih hidup di bawah garis
kemiskinan dan keadaan itu dapat dilihat dari meningkatnya persentase
kemiskinan selama 10 tahun terakhir (2011-2019) di kabupaten Lampung Timur
yang berbanding terbalik dengan Indeks Pembangunan Manusia;**

Tabel 1.3. Indikator Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur 2011-2019

Indikator Tahun

Kemiskinan
Jumlah Penduduk 189.46  182.21 17221 170.73 17011 17261 167.64 162.94  158.90
Miskin (ribu jiwa)

Persentase Penduduk 19.66 18.59 17.38 17.05 16.91 16.98 16.35 15.76 15.24
Miskin

Indeks Kedalaman 3.30 3.19 2.49 2.87 251 3.10 2.96 291 2.50
Kemiskinan (P1)
Indeks Keparahan 0.88 0.92 0.60 0.72 0.63 0.86 0.78 0.78 0.60
Kemiskinan (P2)
Garis Kemiskinan 257284 273574 291405 301339 307944 331765 342295 352173 360610

(rupiah/kapita/bulan)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur®

Berdasarkan tabel tersebut, persentase kemiskinan serta jumlah
penduduk yang di ambil dari data statistik kabupaten Lampung Timur
menunjukan bahwa terjadinya penurunan yang cukup signifikan. Banyak faktor
yang mempengaruhi perubahan tersebut salah satunya dana desa yang telah
dilaksanakan kabupaten Lampung Timur sejak tahun 2015. Dan yang paling
berperan adalah masyarakat itu sendiri dalam menyikapi dan memanfaatkan dana

desa tersebut. Seperti program — program yang ditunjukan dalam kegiatan

3! Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Timur, di akses pada 14 Februari
2019 . Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan
makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang
memiIiI3<2i rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan
Ibid,.
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pembangunan di desa melalui pembangunan, pemberdayaan, serta pembinaan
masyarakat.

Khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat, yang menjadi
program sentral dalam pembangunan manusia itu sendiri untuk bisa berdaya dan
mandiri. Disamping memajukan desa juga dapat meningkatkan pengembangan
masyarakat desa melalui dana desa dalam pemanfaatannya yang optimal dan
sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu diperlukan keikutsertaanya masyarakat
dalam mensukseskan pembangunan desa dan memajukan sumberdaya manusia
melalui program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung
Timur.  Pemberdayaan masyarakat  menjadi program yang ideal bagi
pengembangan masyarakat, yang menjadikan masyarakat perdesaan mampu untuk
mengembangkan diri dan mampu berdaya melalui pemanfaatan dana desa, yang
telah terlaksana di beberapa desa di Kabupaten Lampung Timur seperti, desa yang
sudah mulai menjadi destinasi sebagai desa mandiri dimana desa tersebut
memanfaatkan dana desa dengan memprioritaskan desa mandiri diantaranya Desa
Labuhan Ratu Baru sebagai Desa dengan merahih pengelolaan Dana desa tingkat
nasional.*

Selanjutnya desa Desa Sukaraja Tiga Kecamatan Margatiga Kabupaten
Lampung Timur, yang kini terkenal dengan wisata sumur tujuhnya telah
merealisasikan penggunanaan Dana Desa (DD) dengan baik sesuai dengan

harapan masyarakat. Dan masih banyak potensi desa yang perlu dikembangkan

% Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), untuk
Tahun Anggaran 2016 ada 31 desa masuk dalam predikat terbaik dalam mengelola Dana
Desa (DD) se-Indonesia, salah satunya adalah di Lampung Timur yaitu Desa Labuhan Ratu
Baru Kecamatan Way Jepara



25

melalui pemberdayaan masyarakat khusunya di Kabupaten Lampung Timur.
Berdasarkan hal tersebut, peneliti sangat tertarik dengan masalah yang telah
penulis paparkan, sehingga penulis akan meniliti tentang Bagaimana Pemanfaatan
Dana Desa Berbasis Partisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten
Lampung Timur.
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Keberhasilan suatu pembangunan dapat dilihat dalam berbagai aspek yang
membangun salah satunya adalah berdayanya manusia. Fokus utama dalam
penelitian penelitian ini yaitu pemberdayaan masyarakat yang menitik beratkan
pada aspek berdayanya masyarakat untuk dapat melaksanakan tujuan secara
mandiri dalm memanfaatkan dana desa sebagai sarana pembangunan manusia itu
sendiri. Adapun sub fokus dalam penelitian ini yaitu;
1. Proses pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa Berbasis Partisipasi dalam

Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur
2. Implementasi Pemanfaatan Dana Desa Berbasis Partisipasi  dalam

Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur.
C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada uraian latar belakang serta fokus dan sub fokus yang

peneliti uraikan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Pemanfaatan
Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur,
dengan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut;
1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa Berbasis Partisipasi

dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur?
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Bagaimana Implementasi Pemanfaatan Dana Desa Berbasis Partisipasi

dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkar uraian di atas tujuan penelitian ini secara umum untuk

memaparkan, mengkaji dan menganalisa tentang pemberdayaan masyarakat

dalam pemanfaatan dana desa di kabupaten Lampung Timur, dan secara rinci

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1.

Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa proses pelaksanaan
Pemanfaatan Dana Desa Berbasis Partisipasi dalam  Pemberdayaan
Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur,

Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa Implementasi Pemanfaatan
Dana Desa Berbasis Partisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di
Kabupaten Lampung Timur,

Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang dapat di ambil

adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritik Substantif penelitian ini bertujuan mengkaji tentang proses

pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa Berbasis Partisipasi dalam
Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur serta
menegembangkan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti
dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam
mengatasi masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan dana desa yang

kaitanya dengan dalam pemanfaatannya.
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2. Secara Empiris penelitian ini diharapkan memberi kontrubusi ilmiah pada
kajian tentang proses pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa Berbasis
Partisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur
masyarakat secara optimal, karena dana desa merupakan bentuk
pengembangan masyarakat yang merupakan amanah yang di berikan
pemerintah dalam membangun masyarakat dan memberikan wewenang
kepada desa untuk dapat melaksanakan pembangunan yang dilakukan dari
lingkup desa melalui pemberdayaan masyarakat.

3. Secara Normatif penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis
yang dipaparkan pada pihak-pihak yang bergelut seperti pemerintah desa
Kabupaten Lampung Timur serta yang terkait untuk dapat melaksanakan UU
terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa serta
memberikan masukan terhadap UU yang berkaitan tentang dana desa
yangianggap penting untuk dapat memberikan masukan serta membangun
masyarakat dengan dasar Ukhuwah Islam iyah yang menjunjung hak dan
kewajiban masyarakat dalam membangun desanya melalui partisipasi
masyarakat, serta menjalin tali silaturahim antar sesama melalui perogram
pemberdayaan masyarakat dana desa sehingga terbentuklah suatu masyarakat

madani.
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F. Penelitian Terdahulu
1. Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah dalam Mewujudkan
Destinasi Pariwisata Berkualitas (Studi di Batur Global Geopark

Kintamani) **

Hasil penelitian menunjukkan bahawa: (1) partisipasi masyarakat
lokal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas destinasi, (2)
peran pemerintah tidak signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan
kualitas destinasi, (3) pengaruh interaksi peran pemerintah dengan
partisipasi masyarakat terhadap kualitas Batur Global Geopark hasilnya
tidak signifikan, (4) kualitas destinasi memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat, namun hal ini terjadi
pada sub laten tingkat kepuasan masyarakat di bidang kondisi ekonomi
dan kondisi sosial budaya, sementara terhadap dua sub laten reflektif
lainnya, yakni tingkat emosi dan tingkat keselamatan pengaruh tersebut

belum signifikan.
2. Aksesibilitas Informasi Publik Berbasis E-Government dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten

Sidoarjo.*®

% | Wayan Mertha, Desertasi, Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Program
Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2015, penelitian yang dilakukan oleh | Wayan
Mertha diatas merupakan penelitian kuantitatif yang menunjukan bahwa terdapat kelebihan yaitu
partisipasi masyarakat lokal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas destinasi serta
kualitas destinasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat.
Namun selain kelebihan juga terdapat beberapa kekurangan diantaranya: peran pemerintah tidak
signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas destinasi dan pengaruh interaksi peran
pemerintah dengan partisipasi masyarakat terhadap kualitas Batur Global Geopark hasilnya tidak
signifikan.

% Totok Wahyudi, Desertasi, Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan UGM, Penelitian
yang dilakukan oleh Totok Wahyudi mempunyai beberapa kelebihan yaitu: penggunaan e-


https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GGRV_enID892ID892&sxsrf=ALeKk00eTPpaD6CmCC9erTXARQb_S1UUEg:1600985889582&q=1.+I+WAYAN+MERTHA,+Desertasi,+Program+Doktor+Program+Studi+Ilmu+Ekonomi+Program+Pascasarjana+Universitas+Udayana+Denpasar+2015&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwiFovSZ6YLsAhUO7HMBHU2IAfAQvgUoAXoECAsQKQ
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GGRV_enID892ID892&sxsrf=ALeKk00eTPpaD6CmCC9erTXARQb_S1UUEg:1600985889582&q=1.+I+WAYAN+MERTHA,+Desertasi,+Program+Doktor+Program+Studi+Ilmu+Ekonomi+Program+Pascasarjana+Universitas+Udayana+Denpasar+2015&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwiFovSZ6YLsAhUO7HMBHU2IAfAQvgUoAXoECAsQKQ
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas, struktur, dan
budaya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan dapat mendukung
peningkatan aksesibilitas informasi publik, pengembangan e-government
sebagai media komunikasi dan informasi, pengelolaan partisipasi
masyarakat bermedia website, serta pembangunan infrastruktur jalan di
Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu tingkat keteraksesan informasi publik
melalui media e-government, kualitas informasi, dan Kkualitas e-
government termasuk dalam Kkategori baik. Sedangkan partisipasi
masyarakat bermedia e-government dalam pembangunan termasuk cukup
baik (57,31%). Partisipasi masyarakat dalam pembagunan infrastruktur
secara langsung dipengaruhi oleh informasi publik dan aksesibilitas, dan
secara tidak langsung dipengaruhi oleh e-government melalui informasi
publik dan e-government melalui aksesibilitas informasi publik. Simpulan
penelitian ini  yaitu pertama, penggunaan e-government dapat
meningkatkan informasi publik yang berkualitas dan aksesibilitas, serta
mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kedua, semakin meningkat kemampuan masyarakat dalam
mengakses informasi publik yang berkualitas melalui media e-government,
partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi menurun dengan nilai

negatif lemah. Ketiga, partisipasi masyarakat berbasis e-government yang

government dapat meningkatkan informasi publik yang berkualitas dan aksesibilitas, serta
mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, semakin meningkat kemampuan
masyarakat dalam mengakses informasi publik yang berkualitas melalui media e-government,
partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi menurun dengan nilai negatif lemah,
partisipasi masyarakat berbasis e-government yang paling tinggi adalah pencarian informasi dan
keberdayaan masyarakat dalam menyampaikan informasi yang terkait dengan aspirasi, harapan,
dan kebutuhan.
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paling tinggi adalah pencarian informasi dan keberdayaan masyarakat
dalam menyampaikan informasi yang terkait dengan aspirasi, harapan, dan
kebutuhan.
3. Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam  Untuk
Kesejahteraan Masyarakat desa Tertinggal di Provinsi Lampung®
Disertasi ini  menemukan: (1) peranan pemerintah dan
kesejahteraan masyarakat dalam katagori tinggi, yakni rata-rata 79.53%.
Pemberdayaan masyarakat Islam dalam katagori sedang, yakni rata-rata
59.31%. Sedangkan, tingkat kesejahteraan masyarakat dalam katagori
tinggi, yakni rata-rata 73.79%. (2) implementasi kebijakan dalam bidang
SDM, SDA, dan Sumberdaya Finansial ada signifikansi yang tidak nyata
terhadap kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan spiritual,
yakni yakni r =0,0012 = 0.000. Tetapi ada signifikansi yang nyata terhadap
partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan dan kerja terorganisir
serta partisipasi dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat, yakni r =0,2602 = 0.068. Partisipasi
masyarakat dalam mengikuti pelatihan dan kerja terorganisir serta
partisipasi dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan program

pemberdayaan masyarakat ada signifikansinya terhadap tingkat

% Fariza Makmun, NPM. 1503030006, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Program Doktor Pascasarjana Universitas Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Penelitian
tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kesimpulan bahwa peran pemerintah dan
kesejahteraan masyarakat tergolong meningkat namun dalam konteks pemberdayaan masyarakat
yang dilaksanakan tergolong sedang. Hal tersebut menunjukan bahwa peran pemerintah dalam
memberdayaan masyarakat belum optimal dan terdapat indikator lain dalam kesejahteraan
masyarakat.
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pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan spiritual masyarakat desa
tertinggal di Provinsi Lampung, yakni yakni r = 0,0562 = 0.003.

4. Partisipasi Masyarakat Pada Implementasi Program Pariwisata Dalam
Pemberdayaan Masyarakat Islam  Dan Implementasinya Terhadap
Kesejahteraan Sosial di Propinsi Sumatera Barat.*’

Hasil Penelitian menunjukan Partisipasi masyarakat dalam seluruh
aktifitas program pariwisata dilihat pada dimensi, Decision Making,
Implementations, Benefits dan Evaluation. Anggota masyarakat dalam
pengelolaan pariwisata di Lubuk Nyarai dan Nagari Pariangan
berpartisipasi pada seluruh dimensi, sehingga memiliki dampak pada
kesejahteraan sosial, budaya, spritual, lingkungan dan ekonomi.
Sedangkan di kawasan Mandeh dan Pantai Air Manis anggota masyarakat
hanya berpartisipasi pada dimensi benefits dan sedikit pada dimensi
Implementations, sehingga hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi.
Hal ini harus diminimalisir dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat
pengelola dalam setiap dimensi partisipasi, serta memberikan kepercayaan
kepada anggota masyarakat untuk dapat merefleksikan aksinya pada
tindakan kolektif melalui pelaksanaan kegiatan bersama

5. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi
Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo

Kabupaten Temanggung Tahun 2008 ).*®

% Defrinal, Disertasi, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam , Program
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020, Penelitian ini dilakukan untuk menemukan proses
yang dilakukan dalam objek penelitian yaitu di Sumatra Barat yang berfokos pada partisipasi dan
kesejahteraan yang berdasar pada program wisata yang dilakukan.
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Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya
pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam
pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan
pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi
masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum
efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber
daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat
Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.®
Evaluasi Dana Desa di Desa Mandiri dan Desa Berkembang Kabupaten
Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Desa Kemadang

dan Desa Giripanggung 2015-2017)*

% Agus Subroto, Tesis, Program Studi Magister Sains akuntansi Program Pasca
Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009, Penelitian yang dilakukan oleh agus
subroto memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihanya yaitu untuk perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang
akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik
sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi
administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya
sesuai dengan ketentuan, hal itu sebagai kelamahan dalam hasil kelemahan ini, selain hal
tersebut kelemahan dari hasil penelitian ini yaitu Kendala utamanya adalah belum
efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia,
sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara
berkelanjutan.

*° Restianingsih T, Tesis, S2 Ekonomika Pembangunan UGM, Dari hasil penelitian
yang dilakukan oleh Restianingsih T terdapat beberapa kelebihan yaitu: Hasil penelitian
menunjukkan bahwa evaluasi pemanfaatan Dana Desa di Desa Kemadang dan Desa
Giripanggung dalam menunjang pembangunan desa telah dilaksanakan dengan baik.
Pemanfaatan Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan
masyarakat desa . Hasil peneltian juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif
antara Dana Desa dengan pembangunan desa di Desa Kemadang dan Desa Giripanggung
Kabupaten Gunungkidul. 10,63 persen masyarakat desa  Kemadang merasakan hasil
pembangunan desa dikarenakan pengetahuan mengenai Dana Desa, sedangkan untuk Desa
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Pembangunan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa
adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu upaya pembangunan
desa dilakukan dengan pemberian dana desa yang dimaksudkan untuk
mendorong  pengembangan desa guna membantu  membiayai
penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Program pembangunan
yang dibiayai melalui dana desa masing-masing desa berbeda, sesuai
dengan kebutuhan desa dan masyarakat. Oleh karena itu pemanfaatan dana
desa untuk setiap desa perlu dilakukan evaluasi.

Penelitian ini didesain sebagai penelitian deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menjelaskan kondisi
pemanfaatan dana desa di dua desa yang mempunyai karakteristik yang
berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pemanfaatan dana
desa di Desa Kemadang dan Desa Giripanggung dalam menunjang
pembangunan desa telah dilaksanakan dengan baik. Pemanfaatan dana
desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan
masyarakat desa . Hasil peneltian juga menunjukkan bahwa terdapat
hubungan positif antara dana desa dengan pembangunan desa di Desa
Kemadang dan Desa Giripanggung Kabupaten Gunung Kidul. 10,63
persen masyarakat desa Kemadang merasakan hasil pembangunan desa

dikarenakan pengetahuan mengenai dana desa, sedangkan untuk Desa

Giripanggung 20,63 persen yang masyarakat rasakan hasil pembangunan desa dikarenakan
pengetahuan mengenai Dana Desa
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Giripanggung 20,63 persen yang masyarakat rasakan hasil pembangunan
desa dikarenakan pengetahuan mengenai dana desa.**

Kompetensi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di
Tiga Desa Kecamatan Nglipar*

Tulisan ini mengurai tentang kompetensi kepemimpinan yang
dimiliki oleh kepala desa di tiga desa yakni Desa Katongan, Desa
Kedungpoh dan Desa Pengkol. Kajian dilakukan dengan menggunakan
tiga pendekatan yakni kemampuan manajerial, kemampuan humanitis, dan
kemampuan konseptual. Ketiga pendekatan tersebut memiliki rincian
masing-masing yang nantinya akan menjadi tolak ukur kompetensi
kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang kepala desa. Berdasarkan
penelitian, peneliti menemukan bahwa kompetensi kepemimpinan yang
dimiliki ketiga kepala desa tersebut masih rendah, pada kategori yang
berbeda-beda, dengan tingkat kompetensi yang berbeda pula.

Setelah dilakukan penelusuran terhadap penelitian oleh peneliti
sebelumnya, didapati bahwa belum terlalu banyak penelitian yang
mencoba mendalami variabel yang sama dengan penelitian ini. Dengan

kata lain penelitian ilmiah yang komprehensif tentang pemanfaatan dana

* Sumarni, Tesis, Magister Ilmu administrasi Publik UGM, Penelitian ini
mengurai tentang kompetensi kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala desa di tiga desa
yakni Desa Katongan, Desa Kedungpoh dan Desa Pengkol. Kajian dilakukan dengan
menggunakan tiga pendekatan yakni kemampuan manajerial, kemampuan humanitis, dan
kemampuan konseptual. Ketiga pendekatan tersebut memiliki rincian masing-masing yang
nantinya akan menjadi tolak ukur kompetensi kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang
kepala desa. Berdasarkan penelitian, peneliti menemukan bahwa kompetensi
kepemimpinan yang dimiliki ketiga kepala desa tersebut masih rendah, pada kategori yang
berbeda-beda, dengan tingkat kompetensi yang berbeda pula, hal tersebut merupakan
kelemahan dari hasil penelitian ini.



35

desa terhadap pemberdayaan Masyarakat Islam di Kabupaten Lampung
Timur, secara umum belum banyak dilakukan dan tidak sama dengan
judul yang akan diteliti dalam penelitian ini. Karena variabel yang
digunakan dalam penelitian ini tidak ada yang sama persis dan lokasi
dalam penelitian pun berbeda dengan yang sudah ada atau belum diteliti
pada penelitian terdahulu. Bagi peneliti, semua penelitian tersebut
sangat beguna, untuk memudahkan peneliti dan meyakinkan peneliti
untuk menentukan fokus dalam penelitian ini. Sehingga yang menjadi
massalah dalam penelitian ini akan dijawab secara komperehensif untuk

kelanjutanya sebagai penelitian yang orisinil.



BAB I1
KAJIAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Pemanfaatan Dana Desa
a. Pengertian Dana Desa

Dana  desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat.! dana desa tersebut dianggarkan setiap
tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desasebagai salah satu
sumber pendapatan desa.?

Dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat
pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat,
tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang dana
desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan
dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. dana desa ditransfer melalui

APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke  APBDesa .

1 UU No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa
? Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, Kementrian Keuangan
Republik Indonesia

36
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Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan daerah.
Pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang
diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan®. Dana desa
adalah salah satu issu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan
anggaran berdasarkan jumlah desadengan mempertimbangkan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan
desa. Karena isu Yyang begitu krusial, para senator menilai,
penyelenggaraan pemerintahan desamembutuhkan pembinaan dan
pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa. Alokasi Dana
Desa (ADD) adalah bagian keuangan yang diperoleh dari bagi hasil pajak
dan bagian dari dana perimbangan kuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh kabupaten.

Sumber pendapatan desatersebut secara keseluruhan digunakan
untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.
Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan

desa yang menacakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

% Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang
Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa
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pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian,
pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai
kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,
diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya
sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa
akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai denagan
kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa
bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana
desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas
penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa
dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana
tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab
desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran
dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari
bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh
Kabupaten/Kota untuk  desapaling sedikit 10% (sepuluh persen)®.
Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan
Belanja desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan

Tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa

* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa pada Pasal 18
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dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan

desa dan Dana Alokasi desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah

Kabupaten meliputi:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah desa (TPAPD).

2. Anggaran dana desa.

3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.

4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

Pembagian Anggaran dana desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan
Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan
rincian sebagai berikut:

1. Asas merata adalah besarnya bagian Anggaran dana desa (ADD)
yang sama untuk di setiap atau yang disebut dengan Alokasi dana
desa (ADD) minimal. Alokasi dana desa (ADD) Variabel
Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan
30%.

2. Asas adil adalah besarnya bagian Alokasi dana desa (ADD) yang
dibagi secara proporsional untuk di setiap berdasarkan Nilai Bobot
desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi
dana desa (ADD) Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional
Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar
40%. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai
terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama

ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat
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dan pelayanan dasar umum antar desasecara bertahap dan
mengatasi kemiskinan strukturan masyarakat di desa. Variabel
Independen Utama meliputi sebagai berikut:

1. Indikator kemiskinan.

2. Indikator pendidikan dasar.

3. Indikator kesehatan.

Variabel Tambahan merupakan Variabel yang dapat
ditambahkan oleh masing-masing daerah yang meliputi sebagai
berikut :

1. Indikator Jumlah Penduduk.

2. Indikator Luas Wilayah.

3. Indikator Potensi Ekonomi (PBB).

4. Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desapada

Pasal 72 ayat 3 mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d
disebutkan “ anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4)
Pasal yang sama disebutkan "Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah setelah dikurangi.
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Dana Alokasi Khusus®. Dalam masa transisi, sebelum dana desa
mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari
Belanja Pusat dari desa program yang berbasis desa®.
Kementrian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis
kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perencanaan pembanguna nasional untuk ditetapkan sebagai
sumber dana desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan
menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar
hukum dari diakuinya desasebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam
hubungannya dengan desentralisasi fiscal yang menjadi pokok dari
berlakunya undang-unadang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari
APBN untuk desadiseluruh Indonesia, dimana setiap desaakan menerima
dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian anggaran yang
hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan
pemerintah sangat beragam (hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan
desentralisasi fiscal yang mengatur besarnya anggaran desaberdasarkan
kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

> Lihat pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

® pasal 4 yang dimaksud dengan program yang berbasis adalah program dalam rangka
melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannnya
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serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah
menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
dana desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan
mengefektifkan program yang berbasis desasecara merata dan
berkeadilan. dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana
desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke
APBDesa 7.

Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan
perkalian antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa
setiap provinsi. Rata-rata dana desa setiap provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam
provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas
wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat
kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota

menetapkan besaran dana desa untuk setiap desadi wilayahnya®.

" Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

8 pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
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Besaran dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dihitung
berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan
desa, dan tingkat kesulitan geografis®. Jumlah penduduk desa, luas
wilayah desa, dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dihitung dengan bobot:

1. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk desa;

2. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah desa; dan

3. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan desa °.

Tingkat Kkesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) digunakan sebagai faktor penggali hasil penghitungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran dana desa setiap desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

1. dana desa untuk suatu desa= Pagu dana desa kabupaten/kota x [(30%
X persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total
penduduk  desadi kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x
persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas
wilayah  desadi kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x

persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap

® Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 yang
dimaksud dengan jumlah Desa adalalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh menteri, dan pada Pasal 12
ayat (2) yang dimaksud dengan angka kemiskinan adalah presentase rumah tangga pemegang Kartu
Pelindung Sosial

19 pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
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total jumlah rumah tangga desadi kabupaten/kota yang bersangkutan)

dan
2. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan

dengan tingkatkesulitan geografis setiap desa.
3. Tingkat kesulitangeografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditentukan oleh faktor yang meliputi:

a. Ketersediaan pelayanan dasar;

b. kondisi infrastruktur;

c. transportasi; dan

d. komunikasi desake kabupaten/kota'!
b. Sumber Pendapatan Desa

Belanja negara adalah keharusan pemerintah pusat yang

dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.'®> Belanja negara
terdiri dari belanja pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah.™
Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada
Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2018 ke 11 ayat 2 yang telah
dipertimbangkan dan  sirumuskan dalam pengalokasian  dana
desamenyatakan bahwa dana desadialokasikan secara berkeadilan
berdasarkan:

1. Alokasi dasar, dan

' Lihat Pasal 12 Ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

12 Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

¥ Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013
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2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa
setiap kabupaten/kota.™

Gambar 2.1 Sumber Pendapatan Desa

SUMBER PENDAPATAN DESA
(UU Ps. 72 & Permendagri Ps. 9)

E HASIL USAHA (spt: BUMDes, tanah kas desa, (Permen Ps. 9 (4) )

N

D HASIL ASET (sot: tambatan perahu. pasar desa. tempat nemandian
_.Q .

P SWADAYA DAN PARTISIPASI GOTONG ROYONG: (membangun

A dgn kekuatan sendiri yg melibatkan peran serta masy. Berupa tenaga,

T barang yg dinilai dgn uang, (Permen Ps. 9 (6))

A

N LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA (diantaranya hasil pungutan

ASLI DESA
desa. (Permen Ps. 9 (7))
(Permen Ps. 9 (3))

BERSUMBER DARI BELANJA PUSAT DGN

ALOKASI APBN (Ps.
72 (1)/DIm Permen : MENGEFEKTIFKAN PROGRAM YG BERBASIS DESA SECARA
Dana Desa) MERATA & BERKEADILA (Ps. 72 (2)

Sumber: Dokumentasi Bahan Pelatihan Perangkat desa dalam Pengelolaan
Sistem Keuangan desa / SisKeuDes Dirjen Pemerintahan
c. Penggunaan Dana Desa
Penggunaan dana desa secara rinci terdapat pada PP No 60 Tahun
2018 pada Pasal 19 — Pasal 23; Pasal 19 (1) dana desa digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan. (2) dana desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat. Pasal 20 Penggunaan dana desa mengacu

“Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
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pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja
pemerintah desa.

Pasal 21 (1) menteri yang menangani desamenetapkan prioritas
penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)
paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. (2)
Penetapan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional, Menteri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian.

Pasal 22 (1) Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian membuat pedoman umum Kkegiatan yang didanai dari
dana desa dengan mengacu pada prioritas penggunaan dana desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). (2) Pedoman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
ditetapkannya prioritas penggunaan dana desa. (3) Bupati/walikota dapat
membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari dana desa sesuai
dengan pedoman umum kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan
dana  desa diatur dengan Peraturan Menteri.® Penggunaan juga
tehnikalnya adalah pengelolaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

mejelaskan bahwa Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola;

1> peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
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proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang
lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan
organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang
terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan®.
Berdasarkan pemikiran Pitana, pada prinsipnya pengelolaan pariwisata
haruslah menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan alam,
komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati
kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal’.

Menurut Terry, pengelolaan (management) merupakan sebuah
proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan,
pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan
serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. sejalan dengan Oey
Liang Lee, mendefinisikan manajemen sebagai seni perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan atas
human and national resources untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan lebih dahulu®®.

Pengertian pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang meliputi
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasaan. Perencanaan

adalah suatu pemiliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang

18 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:
Balai Pustaka, 1990, hal 411

7 pitana, I G. dan Putra Setiawan. A.”Pariwisata Sebagai Wahana Pelestarian Subak, dan
Budaya Subak Sebagai Modal Dasar dalam Pariwisata”. Jurnal Kajian Bali, VVol. 03 No. 02,
Oktober 2013, hal 156-180

'8 Rezky Sirupang Kanuna,.. h. 13
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dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan
demi mencapai hasil yang dikehendaki. Pengorganisasian (Organizing)
adalah penentuan, pengelompokan, dan pegaturan berbagai kegiatan yang
dianggap perlu untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan (Acuntting) adalah usaha
agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan
berpedoman dengan pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.
Pengawasan (Controlling) adalah proses penentuan apa yang seharusnya
diselesaikan yaitu penilaian, pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan
korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana’®.
d. Prioritas Penggunaan Dana Desa
Penetapan prioritas penggunaan dana desa ini bertujuan sebagai

pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis
penggunaan dana desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa. Dalam bab
3 pasal 4 disebutkan ada lima point prioritas dalam penggunaan dana
desa antara lain:
1. Prioritas Penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan

program dan Kkegiatan di bidang pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa.

9 Riskayana, Abdul Kadir Adys dan Ahmad Taufik, “Partisipasi Masyarakat dalam
Pengelolaan Objek Wisata Alam Pantai Kursut di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke
Kabupaten Jeneponto”, Otoritas: Jurnal llmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 2 Oktober 2012, hal. 180-
190
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2. Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) antara lain
bidang kegiatan produk unggulan desaatau kawasan per desa an,
BUMDesaatau BUMDesaBersama, embung, dan sarana olahraga
desasesuai dengan kewenangan desa.

4. Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesaatau
BUMDesabersama.

Prioritas penggunaaan dana desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah desa kepada masyarakat
desadi ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.”

e. Prinsip Penggunaan Dana Desa

Penetapan prioritas penggunaan Dana  desadidasarkan pada
prinsip-prinsip:

1) Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga
desatanpa membeda-bedakan;

2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang
lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan
kepentingan sebagian besar masyarakat desa;

3) Kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul

dan kewenangan lokal berskala desa;

2 peraturan Menteri Kemendesa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Dana.
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4) Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas
Masyarakat;

5) Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan
secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam  desa,
mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan
kearifan lokal; dan

6) Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan
karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi
desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan
desa.”

f. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa?’. Kata pengelolaan dapat disamakan
dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan®.

Pengertian Keuangan desa menurut UU desa adalah semua hak
dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan,
belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa

yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desameliputi perencanaan,

! peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

h.1

22 pemendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
23, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Alfabet, 2010),
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pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan
periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negri No.
114 tahun 2018, tentang Pedoman Pembanguna Desa, disebutkan bahwa
Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah desadengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan desa.?

Gambar 2.2 Tata Kelola/ Pengelolaan Keuangan Desa

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PELAKSANAAN

PELAPORAN KEGIATAN

PENATAUSAHAAN

Sumber: Dokumentasi Bahan Pelatihan Perangkat desa dalam Pengelolaan
Sistem Keuangan desa / SisKeuDes Dirjen Pemerintahan

2 Marwan Jafar dkk., “Perencanaan Pembangunan Desa,” t.t., 67.
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Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desatersebut
memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai
dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

Untuk memahami pengelolaan keuangan desasecara utuh,
berikut  disajikan gambaran umum  pengelolaan  keuangan
desadikaitkan dengan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota,
subjek pelaksananya di  desa, struktur APBDesa , laporan dan
lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya.

Gambar 2.3 Alur Pemebentukan Kebijakan Desa /Pembangunan

melalui Musdes
DESA )

PERENCANAAN
PARTISIPATIF

1. PADesa;

2. Alokasi APBN;

3. Bag. Hasil Pajak &
Retribusi Daerah;

4. ADD

5. Bantuan Keuangan APBD
Prov/Kab.

6. Hibah dan sumbangan
pihak ketiga;

7. lain-lain Pendapatan
Desa yg sah.

|

Sumber: Dokumentasi Bahan Pelatihan Perangkat Desa dalam
Pengelolaan Sistem Keuangan desa / SisKeuDes Dirjen Pemerintahan

PERMENDAGRI

NO. 114/2014
RPJMDesa b D ———————
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Gambaran umum ini merupakan gambaran pengelolaan
keuangan  desa yang akan diuraikan lebih lanjut. Kegiatan
Pengelolaan Keuangan desadapat dilaksanakan dengan baik tentunya
harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten
dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai.
Oleh karenanya, pemerintah desaharus memiliki struktur organisasi
pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan Kkriteria yang
menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

1) Perencanaan

Menyusun sebuah rencana yang baik mestinya didukung oleh
sejumlah data dan informasi yang memadai agar rencana yang disusun
dapat memecahkan masalah yang ditemui atau dialami masyarakat
desamelalui potensi yang dimiliknya. Permasalahannya adalah jenis
data apa yang dibutuhkan, sumber informasi, jenis dan kedalaman
data, bagaimana cara memperoleh data dan informasi yang
dibutuhkan.

Perencanaan pembangunan  desadisusun secara berjangka
meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDes) untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan desaatau yang disebut Rencana
Kerja Pemerintah desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari
RPJM desauntuk jangka waktu 1 (satu) tahun.?®

Dengan demikian, melalui materi ini pendamping dan aparat

desadapat menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk

? Marwan Jafar dkk., “Perencanaan Pembangunan Desa,” t.t., 67.
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membantu masyarakat dan pemerintah desamengidentifikasi potensi-
potensi yang mereka miliki mendampingi masyarakat dan pemerintah
desamembuat  rencana-rencana  pengembangan  dirinya, dan
mendorong masyarakat dan pemerintah desamenggunakan potensi
yang dimiliki bagi pengembangan dirinya.*®
2) Penganggaran

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor
dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan desa,
program sektor dan/atau program daerah di  desadicatat dalam
APBDesa dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program
sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada desa, maka
desamempunyai kewenangan untuk mengurus.Pelaksanaan program
sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam
musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD.?” Berikut Adalah

alur penganggaran pada dana desa;

% Jafar dkk., “Perencanaan Pembangunan Desa,” t.t.
%" Jafar dkk., “Perencanaan Pembangunan Desa,” t.t.
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Gambar 2.3. Alur Penganggaran melalui Aparatur Pemeintah Desa

Ke pa Ia De Sa e Menetapkan kebijakan ttg pelaks. APBDes;
o Menetapkan PTPKD;
e Menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa;
® Menyetujui pengeluaran yg dittpkan dim APBDesa.

(Pemegang Kekuasaan
dan kekayaan yang
dipisahkan)

Menyusun & melaks. Kebijakan Pengelolaan \
APBDesa

*Menyusun Ranperdes tentang APBDesa,

perubahan APBDesa & pertg. Jwb pelaks.
Sekdes |

*Melakukan pengendalian thd pelaks. giat yg
. telah ditetapkan dim APBDesa
(Koordinator)

*Menyusun Pelaporan & Pertanggungjwban
Pelaks. Keg. APBDesa,

*Melakukan Verifikasi thd ren. Blanja & bukti-
bukti pengeluaran.

~

=Menyusun rencana Pelaks. giat yg menjd tg .jwb nya;
-Melaks. Keg Bersama LKD yg dittpkan dim
APBDesa;

-Melakukan tindakan pengeluaran yg menyebabkan
atas beban Anggaran Kegiatan;

-Mengandalikan Pelaks. giat;

-Melaporkan perkembangan pelaks giat pd Kades;
=Menyiapkan dok. Anggaran atas beban pelaks keg.

= Menerima,menyimpan,menyetorkan,menatausahakan

/| & mempertanggungjwbkan penerimaan pendapatan
Desa & pengeluaran pendapatan Desa dim rangka
pelaks. APBDesa melalui Sekdes;

» Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan
&pengeluaran;

= Bert; jwb atas pelak tugasnya kpd Kades.
N

10

Sumber: Dokumentasi Bahan Pelatihan Perangkat desa dalam
Pengelolaan Sistem Keuangan desa / SiskeuDes Dirjen Pemerintahan

3) Pelaksanaan Kegiatan

Rencana kerja pemerintah desa, selanjutnya disebut RKP desa,
adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah
desauntuk  jangka  waktu 1  (satu) tahun.®  Kepala
desamengokordinasikan  kegiatan  pembangunan desa yang
dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan  desameliputi:pembangunan
desaberskala lokal desa; dan pembangunan sektoral dan daerah yang
masuk ke desa.

Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dikelola

melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama

%8 permendagri Nomor 113
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desadengan pihak ketiga. Kepala desa mengkoordinasikan persiapan
dan pelaksanaan pembangunan  desaterhitung sejak ditetapkan
APBDesa .
4) Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan
desaharus menetapkan bendahara  desa. Penetapan bendahara
desaharus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan
dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat
desa yang ditunjuk kepala desauntuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, membayar dan
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaa
APBDes. Bendahara desawajib mempertanggungjawabkan uang
melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban
disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No 113 tahun 2018
laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa
adalah:
1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas
yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai
maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau
kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai

sumber dokumen transaksi.
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2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum,
dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan
pajak.
3. Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam
rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang
bank.
5) Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk
mewujudkan dan menjamin akuntabiltas pengelolaan keuangan desa,
sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan desa
(Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan
Keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek:
hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan
pengelolaan  keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah
desasebagai bagian tak terpisahkan dari penyelengaraan pemerintahan
desa.

Berdasarkan PP No 50 Tahun 2018 Pasal 24-26 Pelaporan
dana desa Sebagai Berikut;
Pasal 24
1. Kepala desamenyampaikan laporan realisasi penggunaan dana

desa kepada bupati/walikota setiap semester.


http://keuangandesa.blogspot.co.id/search/label/Pengelolaan%20Keuangan%20Desa
http://keuangandesa.blogspot.co.id/search/label/Pengelolaan%20Keuangan%20Desa
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2. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. semester | paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun

anggaran berjalan; dan
b. semester Il paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun
anggaran berikutnya.

3. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan
konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri dengan
tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan
lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling
lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

4. Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 25

1. Dalam hal kepala desatidak atau terlambat menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), bupati/walikota
dapat menunda penyaluran dana desa sampai dengan
disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana desa.

2. Dalam hal bupati/walikota tidak atau terlambat menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Menteri

dapat menunda penyaluran dana desa sampai dengan
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disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan
penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya.?

6) Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 Tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri
dari;

a. Kepala desamenyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat
setiap akhir tahun anggaran.

b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ~APBDesa
terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini
ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
2. Format Laporan Kekayaan Milik desaper 31 Desember Tahun
Anggaran Berkenaan; dan
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah
yang masuk ke desa.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , disampaikan paling lambat 1

(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

% peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
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2. Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

a. Definisi Partisipasi Masyarakat
Islam menempatkan partisipasi merupakan bentuk bagian dari
hubungan timbal balik antara pemimpin dan kaumnya. Sebagaimana

firman Allah SWT;

P

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan
ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah
(Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya.”’(An Nisaa : 59)*°

Dalam konteks penelitian ini, seperti yang artikan dalam surah
diatas bahwa manusia diperintah untuk menaati Allah SWT dan Rasulullah
SAW, yakni tunduk dan patuh pada segala ketentuan dalam al-Quran dan
as-Sunnah.Ketetapan ini meniscayakan, semua hukum dan undang-undang
yang diberlakukan wajib bersumber dar